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Rumpun MK Bobot (SKS) Status Mata Kuliah Semester

Hukum dan Kebijakan 2 MWP 1

CPL (DS 1)

CPL (DS) 7

CPL (DS 8

CPL (KU) 2

CPL (KU) 3

CPL (DP) 2

CPL (DP) 9

CPL (KK) 10

CPMK 1

CPMK 2

CPMK 3

Materi Pembelajaran 

1.  Menjelaskan pengertian hukum, klasifikasi kapal dan istilah-isilah di bidang kelautan dan perikanan jenis usaha perikanan

2.  Menjelaskan penggolongan orang-orang dalam usaha perkapalan

3. Menjelaskan syarat-syarat untuk bekerja di kapal, hak dan kewajiban awak kapal

4. Menjelaskan maksud utama, pengecualian dan pemberlakuan ketentuan umum ordonansi kapal 1935

5. Menguraikan Struktur organisasi/ jabatan di kapal

6. Menjelaskan pengertian dan ketentuan-ketentuan tentang ordonansi karantina                                                                                                                                              

7. Menjelaskan perihal mahkamah pelayaran

8. Menjelaskan batas-batas, zona, wilayah/kawasan maritim

9. Menjelaskan perijinan dan jenis usaha perikanan

10. Menerapkan hukum perkapalan dan perikanan dalam kegiatan pelayaran dan pewrikanan

Mampu melaksanakan prinsip-prinsip hukum perkapalan dan perikanan

Mampu melaksanakan penggolongan, tugas dan kewajiban orang-orang dalam usaha perkapalan dan perikanan.

Mampu menjelaskan syarat-syarat bekerja dan surat-surat penting dan mampu nerapkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Vicky Rizky A. Katili, M.Si Vicky Rizky A. Katili, M.Si

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, taruna mampu:

Mata kuliah Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan adalah mata kuliah wajib program studi yang diharapkan dapat mengarahkan taruna untuk memahami  

teori dan praktik tentang  Teori dan praktek tentang pengertian hukum, klasifikasi kapal dan istilah-istilah dibidang kelautan dan perikanan, penggolongan orang-

orang dalam usaha perkapalan, syarat-syarat untuk bekerja dikapal, hak dan kewajiban awak kapal, jenis sertifikat kapal, jenis dokumen-dokumen kapal, dan 

menerapkannya dikapal, jenis dokumen muatan, maksud utama, pengecualian dan pemberlakuan ketentuan umum ordonansi kapal 1935, ketentuan-ketentuan 

tentang ordonansi karantina, perihal mahkamah pelayaran, batas-batas, zona, wilayah/kawasan maritim dan jenis dan kewenangan penerbitan izin usaha 

perikanan dan menerapkannya.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah (MK) Kode Mata Kuliah Tgl Penyusunan

Mampu mengdentifikasi kehidupan sosial ekonomi dan berinteraksi dengan masyarakat nelayan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PRODI yang dibebankan pada MK   Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

Menguasai pengetahuan tentang kelaiklautan kapal 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Menemukan masalah Sumberdaya perikanan dan menemukan solusinya (P 9)

Mampu menunjukan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja (KU 2)

   Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan (S7)

   Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri (S8)



1 2 3

Penugasan 1 4 √

Penugasan 2 4 √

Penugasan 3 4 √

Penugasan 4 4 √

Presentasi-seminar 4 √

Ujian Tengah Semester 30 √ √ √

Ujian Akhir Semester 50 √ √ √

100%
Praktikum 1 10

Praktikum 2 10

Praktikum 3 10

Praktikum 4 10

Ujian Tengah Semester 30

Ujian Akhir Semester 30

100%

5. Permen KP no : Peer.17/MEN/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap; PP No 51/2002 tentang Perkapalan

8. Suparni, N. KUHD dan kepailitan

9. Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang RI no 32 tahun  2014 tentang Kelautan

10. Tirtamulia, T, 2011. Zona-zona Laut UNCLOS. Brilian Internasional. Surabaya

11. Tribawono, D. 2002. Hukum Perikanan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bnadung

Teori 

(100%)

Praktikum 

(0%)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Komponen Penilaian

Metode Penilaian dan 

Kaitan dengan 

CPMK

Persentase

1. Food and Agriculture Organization, 2009. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing. Rome.Yogyakarta. 

2. Kusumamaatmadja, Mochtar, Etty r Agoes., Pengantar Hukum Internasional, 2003. Pusat Studi wawasan Nusantara,

    Hukum dan Pembangunan. PT. Alumni, Bandung.

Referensi Utama

3. Mauna, Boer, 2005. Hukum Internasional : Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika Global. PT. Alumni. Bandung.

4. Purba, Hasim, 2005. Hukum pengangkutan laut Perspektif Teori dan Praktek. Pustaka Bangsa Press. Medan

Hasil Publikasi Dosen

  7. Suhaidi, 2004. Perlindungan terhadap lingkungan laut dan pencemaran yang bersumber dari kapal (Konsekuensi

      penerapan Hak Pelayaran Internasional melalui perairan Indonesia). Pustaka Bangsa Press. Jakarta.

  6. Soebekti, R, 2004. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan. PT. Pradnya Paramita.

      Jakarta.



Pertemuan ke- Capaian Pembelajaran Materi Pembelajaran Indikator
Metode 

Pembelajaran
Topik Penugasan Topik Praktik

Waktu 

Pembelajaran
Referensi

Fasilitator 

(Dosen-Tendik)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Mampu menjelaskan pengertian 

hukum, klasifikasi kapal dan istilah-

isilah di bidang kelautan dan 

perikanan

Ketentuan umum hukum maritim dan perikanan

(Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang 

Perikanan dan Undang-undang RI no 32 tahun  

2014 tentang Kelautan;)

1. Keaktifan berdiskusi

2. Kelengkapan dan kebenaran

    penjelasan

3. Tingkat komunikatif mahasiswa

1. Tatap muka

2. Diskusi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review Pengertian 

hukum maritim dan 

perikanan

___ TM: 1x(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1(2x60 menit)

2% 0% Ref. 2,3,5,,6,11 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

2 Mampu menjelaskan penggolongan 

orang-orang dalam usaha 

perkapalan

a. Penggolongan orang-orang dalam  

     usaha perkapalan

b. Klasifikasi nelayan berdasarkan

     perairan

(Permen KP no : Peer.17/MEN/2006 Tentang 

Usaha Perikanan Tangkap; PP No 51/2002 

tentang Perkapalan;)

1. Keaktifan berdiskusi

2. Kelengkapan dan kebenaran 

    penjelasan

3. Tingkat komunikatif mahasiswa

1. Tatap muka

2. Diskusi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review penggolongan 

/pembagian tugas orang-

orang dalam usaha 

perkapalan dan klasifikasi 

nelayan

___ TM: 1(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

2% 0% Ref. 4,5 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

3 Mampu menjelaskan syarat-syarat 

untuk bekerja di kapal, hak dan 

kewajiban awak kapal

Syarat-syarat untuk bekerja di kapal

(STCW (IMO) Amandemen 2010;)

1. Keaktifan berdiskusi

2. Kelengkapan dan kebenaran

    penjelasan

3. Tingkat komunikatif mahasiswa

1. Tatap muka

2. Diskusi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review syarat-syarat 

sebagai awak kapal

___ TM: 1x(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

2% 0% Ref. 3,4,8,9 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

4, 5 Mampu menjelaskan maksud 

utama, pengecualian dan 

pemberlakuan ketentuan umum 

ordonansi kapal 1935

 1 Jenis sertitikat dan dokumen kapal

 2 Penerapan dokumen – dokumen kapal

 3 Peraturan - peraturan disesuaikan dengan 

    ketentuan yang ditetapkan SOLAS 1974

    

(STCW & STCWF)

1. Keaktifan berdiskusi

2. Kelengkapan dan kebenaran

    penjelasan

3. Tingkat komunikatif mahasiswa

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

5. Menyusun

    laporan

Review jenis dokumen 

dan dokumen kapal

TM: 2x(2x50 menit)

BM: 2x(4x60 menit)

PT: 2x(2x60 menit)

3% 0% Ref. 5,6,8 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

6, 7 Menguraikan Struktur

organisasi/ jabatan di kapal

1. Struktur organisasi / jabatan di kapal

2. Hak dan kewajiban awak kapal

1. Keaktifan berdiskusi

2. Kelengkapan dan kebenaran

    penjelasan

3. Tingkat komunikatif mahasiswa

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

5. Menyusun

    laporan

Review dan presentasi 

hak dan kewajiban awak 

kapal

Ref. 5,6,8 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

8 30% 0%

9 Mampu menjelaskan pengertian 

dan

ketentuan-ketentuan tentang

ordonansi karantina

Jenis dokumen muatan

(UU no 15/2002 tentang Karantina Ikan;)

1. Diskusi sangat dinamis

2. Kemampuan identifikasi masalah

3. Responsif dengan pertanyaan

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review dan presentasi 

ketentuan ordonansi 

karantina

TM: 1x(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

3% 0% Ref. 1,5,9 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

10 Mampu menjelaskan perihal 

mahkamah pelayaran

Mahkamah pelayaran

(Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran no : 

HK.208/01/XI/MP.2015 tentang Prosedur Tetap 

Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, 

UNCLOS)

1. Diskusi sangat dinamis

2. Kemampuan identifikasi masalah

3. Responsif dengan pertanyaan

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review tugas dan 

wewenang mahkamah 

pelayaran

TM: 1x(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

3% 0% Ref. 2,3,4,8,9,11 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

11 Mampu menjelaskan batas-batas 

zona, wilayah / kawasan maritim

Zona-zona laut UNCLOS 1. Diskusi sangat dinamis

2. Kemampuan identifikasi masalah

3. Responsif dengan pertanyaan

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review dan presentasi 

tentang zona -zona laut

TM: 1x(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

3% 0% Ref. 3,4,8,11 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

12 Mampu menjelaskan perijinan dan 

jenis usaha perikanan

Perijinan dan jenis usaha perikanan 1. Diskusi sangat dinamis

2. Kemampuan identifikasi masalah

3. Responsif dengan pertanyaan

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Review jenis usaha 

perikanan dan syarat-

syarat perijinan

___ TM: 1(2x50 menit)

BM: 1x(2x60 menit)

PT: 1x(2x60 menit)

2% 0% Ref. 5,7,9 H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

13, 14, 15 Mampu menerapkam hukum 

perkapalan dan perikanan dalam 

kegiatan pelayaran dan perikanan

1. Praktik menerapkan hukum perkapalan dan 

perikanan kegiatan pelayaran dan perikanan

2. Pengertian CCRF

3 Permasalahan di Dunia Perikanan

4 Penerapan CCRF dalam industri Perikanan

1. Diskusi sangat dinamis

2. Kemampuan identifikasi masalah

3. Responsif dengan pertanyaan

1. Tatap muka

2. Responsi

3. Belajar mandiri

4. Penugasan

Riview penerapan hukum 

perkapalan dan 

perikanan, serta 

penerapan CCRF

TM: 3(2x50 menit)

BM: 3x(2x60 menit)

PT: 3x(2x60 menit)

0% Ref. 3,4,5,6 

8,10,11

H. Abu Darda Razak, MP.

Lay Tjarles, S.St.Pi., M.Si

16 50% 0%

100% 0%

KETERANGAN

1. TM: tatap muka, BM: belajar mandiri, PT: penugasan terstruktur, SE: seminar-presentasi, PR: praktik

2. Permendikbud No 3/2020 SN DIKTI bahwa 1 SKS pembelajaran diartikan berikut: 

(a) Perkuliahan, TM: 50 menit/minggu/semester, PT: 60 m, BM: 60 m

(b) Seminar dan sejenisnya, SE: 100, BM: 60 m

(c) Praktik, PR: 170 m

3. Platform kitong belajar: www.belajar.polikpsorong.ac.id

Bobot 

Teo-Prak

UJIAN TENGAH SEMESTER (TEORI DAN PRAKTIK)

UJIAN AKHIR SEMESTER


